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BUPATI BATANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI BATANG 

NOMOR  79  TAHUN 2020 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 32 TAHUN 2018 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BATANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah perlu 
disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang 
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat 
Daerah;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Batang Nomor 10); 

8. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2018 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Batang Tahun 2018 Nomor 32); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 32 TAHUN 2018 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH. 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 32) 
diubah, sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 3  

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:  
a. Inspektur; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Sub Bagian Perencanaan; 
2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan 
3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. 

c. Irban, terdiri atas: 
1. Irban I; 
2. Irban II; 
3. Irban III; 
4. Irban IV; dan 
5. Irban V. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas: 
1. Jabatan Fungsional Auditor; 

2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan 

3. Jabatan Fungsional selain sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 dan angka 2. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Inspektur. 

(3) Irban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Inspektur.  

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris.  

(5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Irban.  

(6) Bagan organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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2. Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 
lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 
bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;  
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;  
h. pelaksanaan koordinasi aduan masyarakat dengan aparat penegak 

hukum;  
i. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang 

pengawasan; dan 
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 9  

(1) Irban I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan 
keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat 

daerah. 
(2) Pembagian tugas Irban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) didelegasikan kepada Inspektur. 
(4) Irban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan 
pengawasan terhadap perangkat daerah; 

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; 
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah lainnya; 
h. pelaksanaan joint audit dengan aparat pengawas internal dan 

eksternal yang lain;  
i. pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;  
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j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; 
k. pengendalian pelaksanaan tugas teknis pejabat fungsional; dan 
l. penyusunan laporan hasil pengawasan. 

  

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 9A 

(1) Irban V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan koordinasi 
pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program 
reformasi birokrasi dan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan 
tertentu dan pengawasan yang bersifat wajib. 

(2) Irban V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: 
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap perangkat daerah; 

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah; 

c. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu; 
d. pelaksanaan pengawasan yang bersifat wajib; 
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 
g. pelaksanaan investigasi/penanganan pengaduan masyarakat 

terkait tindak pidana korupsi; 
h. pelaksanaan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan 

review lainnya; 
i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; 
j. pengendalian pelaksanaan tugas teknis pejabat fungsional; 
k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17 
 

(1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan setelah ditetapkannya 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2018. 

(2) Pelaksanaan tugas Irban V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf c angka 5 mulai dilaksanakan pada saat pelantikan. 

 
6. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

 
 
 
 
Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 21 Desember 2020 

        
BUPATI  BATANG, 

 
ttd 

 

 
WIHAJI 

 
 
Diundangkan di Batang 
pada tanggal 21 Desember 2020….         

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 
 
 ttd 
 
 
                       LANI DWI REJEKI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 79...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP. 19671008 199203 1 014
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BATANG 

NOMOR 79  TAHUN 2020 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BATANG NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
INSPEKTORAT DAERAH 

 

 

 

 

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH 

 

 

 
 

INSPEKTUR

 

 

IRBAN II

 

 

IRBAN III

 

SEKRETARIAT

 

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN

 

 

SUB BAGIAN 

ANALISIS DAN 

EVALUASI

 

 

SUB BAGIAN 

ADMINISTRASI 

UMUM DAN 

KEUANGAN

 

 

IRBAN I

 

 

IRBAN IV

 

 

JABATAN 

FUNGSIONAL
(P2UPD & AUDITOR)

 

 

JABATAN 

FUNGSIONAL
(P2UPD & AUDITOR)

 

 

JABATAN 

FUNGSIONAL
(P2UPD & AUDITOR)

 

 

JABATAN 

FUNGSIONAL
(P2UPD & AUDITOR)

 

 

IRBAN V

 

 

JABATAN 

FUNGSIONAL
(P2UPD & AUDITOR)

 

 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

LAINNYA

 

 
 

 

 

 

BUPATI BATANG, 
 

ttd 
 
 

WIHAJI 

 
 
 
 
 
 


